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Abstrak

Pengelolaan dana publik dalam proyek infrastruktur di Indonesia merupakan aspek penting
yang mempengaruhi pembangunan nasional @¥fansparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan
dana publik menjadi fokus utamagfrutama sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi. Artikel ini bertff§an untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip
tersebut dalam pengelolaan dana publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif, yang mencakup studi literatur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus untuk
mengevaluasi efektivitas regulasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pembahasan mencakup analisis terhadap norma-norma hukum yang mengfiBr pengelolaan
dana publik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 memberikan kerangka
hukum yang jelas, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana. Kesimpulan dari artikel ini
FEEnegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk
memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan bertanggung jawab, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Publik

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana publik dalam proyek infrastnﬂm merupakan salah satu aspek krusial
dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, transparansi dan aki ilitas dalam
penggunaan dana publik menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks Undang-Undang
No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan
sistem pengelolaan yang lebih baik, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah
penyalahgunaan dana publik yang sering kali terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur (Sari
& Rahman, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemer'mah Indonesia telah mengalokasikan anggaran
yang signifikan untuk proyek infrastruktur sebagai bagian dari upaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Kementerian
Keuangan, anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 400
triliun, yang mencakup berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan
fasilitas publik lainnya (Kementerian Keuangan, 2025). Namun, dengan besarnya dana yang
dialokasikan, tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat (Halim et
al., 2022).
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Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik mengharuskan pemerintah untuk
memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini
penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi (BPK, 2024).
Sebagai contoh, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah
menerapkan probity audit untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan proyek
infrastruktur memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghindarkan potensi penyimpangan
(Halim & Sari, ﬁ2). Audit ini bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana publik
dilakukan secara efisien dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana publik.
Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil allam penggunaan
dana, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Dalam konteks ini,
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan
pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, yang mencakup kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik (Undang-Undang No. 30,
2014).

Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih banyak tantangan yang
dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip ini. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), masih terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang tidak memenuhi standar
akuntabilitas dan transparansi, yang berpotensi menyebabkan pemborosan dan
penyalahgunaan dana (BPK, 2024). Penelitian oleh Sari dan Rahman (2023) juga menunjukkan
bahwa banyak proyek infrastruktur mengalami pembengkakan biam:lan keterlambatan akibat
kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan
upaya yang lebih serius untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan dalam
pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas
adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan para pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Dengan demikian,gggnting untuk meneliti
lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-Undang
No. 2 Tahun 2017 dapat diimplementagikan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan
dana publik dalam proyek infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kopfyibusi
dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik,
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

55
2 METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif guna menganalisis penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai dengan Undang-Undang
No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengelﬂm
dana publik, serta mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Data
dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian kasus terkait
penggunaan dana publik, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang
efektivitas regulasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penergan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana
Publik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk proyek
infrastruktur di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh besar
terhadap pembangunan nasional serta kgggjahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan
secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Keberhasilan proyek infrastruktur, baik yang berskala besar maupun kecil, sangat tergantung
pada pgggrapan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan efektif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan
Negara) menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan ngppra, menekankan
prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (UU No. 17 Tahun
2003). Undang-Undang Nomor | Tahun W tentang Perbendaharaan Negara (UU
Perbendaharaan Negara) menetapkan tata cara pengsfolaan keuangan negara yang tertib, taat
asas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (UU No. 1 Tahun 2004). Kedua undang-undang
ini membentuk kerangka dasar untuk pengelolaan dana proyek infrastruktur.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membm’ﬁl hak akses informasi kepada publik,
termasuk informasi mengenai proyek infrastruktur (UU No. 14 Tahun 2008). Hal ini penting
untuk mendorong pengawasan publik dan mencegah korupsi. Namun, akses informasi yang
efektif masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman publikntang
hak-hak mereka dan kompleksitas informasi yang tersedia. Laporan-laporan dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPKaseringkali mengungkap kasus-kasus korupsi yang terkait
dengan kurangnyaaansparansi dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Perpres 54/2010) mengatur proses pengadaan barang dan j pemerintah,
menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas (Perpres No. 54
Tahun 2010). Perpres ini bertujuan untuk mencegah praktik koruptif, namun implementasinya
masih seringkaliwenghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya kapasitas
SDM. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala mengaudit pengelolaan
keuangan negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur, dan seringkali
menemukan temuan-temuan yang menunjukkan penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap
regulasi. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan dana,
korupsi, inefisiensi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kompleksitas proyek infrastruktur, yang melibatkan banyak pihak dan tahapan
pekerjaan, menyulitkan proses pengawasan dan pelacakan penggunaan dana. Kurangnya
partisipasi masyarakat dalam pengawasan, meskipun terdapat UU KIP, juga menjadi kendala.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan
keuangan negara dan pengawasan proyek infrastruktur. Kurangnya SDM yang terlatih dan
berpengalaman menyebabkan lemahnya pengawasan dan peningkatan risiko penyalahgunaan
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dana. Kelemahan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, juga menjadi faktor yang
memperparah masalah. Koordinasi antar lembaga pengawas seringkali kurang efektif,
sehingga celah-celah pengawasan mudah dimanfaatkan.

Selain itu, rendahnya budaya integritas di kalangan pejabat dan pelaku usaha konstruksi
memperburuk situasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan
proyek infrastruktur masih belum optimal di beberapa daerah. Sistem informasi yang
terintegrasi dan transparan masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Contoh kasus korupsi dalam proyek infrastruktur seringkali terungkap melalui laporan
KPK dan BPK. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendﬁya
akuntabilitas. Salah satu contoh kasus yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, yah asin
Limpo, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 karena dugaan
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian. la dituduh menerima suap
dan gratifikasi dari berbagai pihak terkait proyek pengadaan di kementeriannya. Kasus ini
mencerminkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di tingkat tinggi
pemerintahan, di mana pejabat publik menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan
pribadiai proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi

asalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek infrastruktur dengan
meningkatkan transparansi dan akuntabi I'Bs dalam penggunaan dana publik di Indonesia.

Salah satu upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akurﬁilitas dalam
penggunaan dana publik adalah melalui penerapan sistem e-procurement. E-procurement
adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memungkinkan proses
pengadaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan menggunakan e-procurement,
semua informasi terkait pengadaan, mulai dari ggmgumuman lelang, dokumen tender, hingga
hasil evaluasi, dapat diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi
juga memungkinkan masyarakat urﬁ berpartisipasi dalam pengawasan proses pengadaan.

Mekanisme E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia
diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden . 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa. Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan
secara elektronik untuk meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Proses
ini dimulai dengan perencanaan pengadaan yang harus dilakukan secara terencana dan terukur,
di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang
memuat informasi tentang barang dan jasa yang akan diadakan.

Setelah RUP disusun, langkah selanjutnya adalah pengumuman pengadaan yang
dilakukan melalui portal e-procurement. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan
informasi kepada penyedia barang dan jasa mengenai peluang pengadaan yang tersedia.
Penyedia yang berminat kemudian dapat mendaftar dan mengajukan penawaran secara
elektronik. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan yang ditunjuk, dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan pemenang pengadaan diumumkan secara
terbuka melalui portal yang sama, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut para ahli, mekanisme e-procurement tidak hanya meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memberikan kemudahan bagi penyedia dalam mengakses informasi dan mengikuti
proses pengadaan. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa
penggunaan e-procurement dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh penyedia
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dalam mengikuti tender. Selain itu, e-procurement juga memungkinkan pengawasan yang lebih
baik terhadap proses pengadaan, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan.

Selain itu, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan
langkah pen@ dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik. BPK memiliki
wewenang untuk melakukan audit terhadampengelolaan keuangan negara, termasuk
penggunaan dana untuk proyek infrastruktur. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan dasar hukum
bagi BPK untuk melakukan audit dan memberikan lapor kepada publik mengenai hasil
pemeriksaan. Laporan BPK ini menjadi alat kontrol yang penting untuk memastikan bahwa
dana publik digunakawsuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan.

Melalui audit yang dilakukan oleh BPK, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana
penggunaan dana publik dalam proyek infrastruktur telah dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hasil audit ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan
dalam pengelolaan dana publik di masa atang. Dengan demikian, transparansi dan
akuntabilitas dalam penggunaan dana publik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada,
tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga
terkait.

Upaya lain yang penting Ew.lah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pengawasan proyek infrastruktur. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur di
daerah merea Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan
transparansi, tetapi juga memﬂstim bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan, yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk melibatkan
masyarakat secara aktif. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka
dalam pengawasan penggunaan dana publik juga perlu ditingkatkan. Program-program
sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek
infrastruktur dapat membantu menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Dengan
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasangsiharapkan akan
muncul partisipasi aktif dalam menjaga penggunaan dana publik agar lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga dapat
memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan platform digital untuk mempublikasikan
informasi mengenai proyek infrastruktur, termasuk anggaran, progres, dan hasil akhir, dapat
mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan adanya data yang dapat diakses
secara online, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan memberikan
masukan yang konstruktif.

Penguatan kerangka hukum dan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan
sistem pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan bpylaya integritas, dan
penerapan teknologi informasi merupakan langkah-langkah kunci untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk proyek infrastruktur di
Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga sangat penting untuk
memberikan efek jera dan membangun budaya integritas yang kuat. Data statistik yang akurat
dan terkini mengenai realisasi proyek, anggaran, dan temuan audit dapat digunakan untuk
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memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pemantauan yang

berkelanjutan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas upaya-upaya

peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Melanggar Prinsip Transparansi Dan
Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Publik Menurut No. 2 Tahun 2017

Dalam konteks pengelolaan dana publikanmk proyek konstruksi, prinsip transparansi
dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang harus dipggghi oleh semua pihak yang
terlibat, termasuk pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur secara jelas mengenai kewajiban untuk menerapkan
prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahap pengelolaan dana publik. Pelanggaran terhadap
prinsip transparansi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan dalam
penganggaran, kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik, atau penyembunyian
data yang relevan mengenai penggunaan dana. Sementara itu, pelanggaran terhadap
akuntabilitas dapat mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau
ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi hukum yang dapat ﬁenakan terhadap pihak yang melanggar prinsip-prinsip ini
diatur dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 serta peraturan
perundang-undangan “.nnya yang relevan. Secara umum, sanksi tersebut dapat dibedakan
menjadi dua kategori: sanksi administratif dan sanksi pidana.

1 Pasal 66 megatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa
konstruksi yang tidak memenuhi ketenua.n dalam undang-undang. Bunyi pasal ini
menyatakan: wnyedia Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda
administratif; dan/atau c. Pencabutan izin usaha." Sanksi administratif ini bertujuan untuk
memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Peringatan tertulis diberikan untuk pelanggaran ringan, sedangkan denda administratif
dikenakan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran
bersifat berat atau berulang, maka izin usaha penyedia jasa dapat dicabut, yang
menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut.

2 Pasal 67 menyatakan:

1) Setiap orang yang dengan sengaja akukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Hukuman paara paling
lama 6 (enam) tahun; dan/atau b. Denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Sanksi pidana ini ditujukan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap

pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan jasa konstruksi. Pelanggaran yang dapat

dikenakan sanksi pidana mencakup berbagai tindakan, seperti:

a. Korupsi: Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau penyedia jasa
konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara. Misalnya, jika seorang pejabat
mengalihkan dana proyek untuk kepentingan pribadi atau menerima suap dalam proses
pengadaan.
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b. Penipuan: Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu pihak lain dalam
proses pengadaan atau pelaksanaan proyek konstruksi. Contohnya, jika penyedia jasa
memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kemampuan teknis atau
finansialnya untuk memenangkan tender.

c. Pelanggaran terhadap ketentuan teknis: Jika suatu proyek konstruksi dilaksanakan
tanpa mematuhi standar teknis yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian
atau bahaya bagi masyarakat.

Sanksi pidana y diatur dalam Pasal 67 mencakup hukuman penjara yang dapat
dijatuhkan hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Sanksi ini bertujuan
untuk memberikan efek jera dan mendorong semua pihak yang terlibat dalam jasa
konstruksi untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sanksi pidana,
diharapkan akan tercipta iklim yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan proyek konstruksi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
integritas penyelenggaraan jasa konstruksi.

3 Pasal 68 menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Bunyi pasal ini
menyatakan: "Direktur atau pengurus badan usaha yang melakukan perbuatan melawan
hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dapat dikenakan sanksi pidana." Ini berarti
bahwa jika perusahaan melakukan pelanggaran, maka direktur atau pengurus perusahaan
dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu,
pihak lain yang terlibat, seperti konsultan atau pihak ketiga yang berkontribusi dalam
pelaksanaan proyek, juga dapat dikenakan sanksi yang sama, sehingga menegaskan
pentingnya tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan proyek konstruksi.

4 ﬁlsal 69 mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat terjadi akibat pelanggaran

tentuan dalam undang-undang. Bunyi pasal ini menyatakan: "Sengketa yang timbul
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diselesaikan melalui mediasi dan/atau arbitrase."

Penyelesaian sengketa dapat dilakukam melalui mediasi sebagai langkah awal untuk

menyelesaikan sengketa secara damai. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa

ke arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan alternatif bagi pihak-pihak
yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses pengadilan yang
panjang.

5 Terakhir, Pasal 70 memberikan ruang bagi peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut
mengenai sanksi dan mekanisme peneggkan hukum dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi. Bunyi pasal ini menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dan
mekanisme penegakan hukum diatur dalam peraturan pemerintah." Ini termasuk peraturan
pemerintah yang mengatur lebih rinci mengenai sanksi administratif dan pidana, serta
peraturan lailwa yang dapat ditetapkan oleh lembaga terkait untuk mendukung
implementasi undang-undang. Denganﬁmikian, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang
melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan harapan dapat
mendorong kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana publik.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai
alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik
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terhadap pengelolaan dana publik. Dengan gamya sanksi yang tegas, diharapkan semua pihak
akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik, sehingga
prinsip transparansi dan akuntabilgdss dapat terwujud secara efektif. Selain itu, pengawasan
yang ketat dari lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi faktor penting dalam
memastikan bahwa sanksi-sanksi ini diterapkan secara konsisten dan adil.

4 @SIMPULAN

Penerapan prinsip transparansi dan akuntawtas dalam penggunaan dana publik, khususnya
untuk proyek infrastruktur di Indonesia, sangat pentiln untuk mendukung pembangunan
nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. @dang-Undang No. 2 Tahun 2017
menekankan perlunya pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel, sehingga
masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana terselnt digunakan. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan penggunaan dana publik dapat dilakukan secara
efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga menjadi faktor kunci dalam memastikan
bahwa dana publik dikelola dengan baik, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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